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ABSTRAK | : | - | pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman
dan jasa perhotelan merupakan jenis pendapatan asli daerah
yang berperan penting guna mendukung pembangunan daerah,
yang mana dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah
Daerah dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji perlu
memberikan insentif fiskal pajak barang dan jasa tertentu
makanan dan/atau minuman dan jasa perhotelan kepada hotel
Ibis Yogyakarta International Airport sehingga diperlukan
pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman
dalam pemberian insentif fiskal pajak barang dan jasa tertentu
makanan dan/atau minuman dan jasa perhotelan kepada hotel
Ibis Yogyakarta International Airport.

- | Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-
Undang Nomor 119 Tahun 2024.

- | Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pemberian insentif
fiskal pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau
minuman dan jasa perhotelan kepada hotel ibis yogyakarta
international airport sebagai bagian dari embarkasi haji tahun
2026.

- | Bupati memberikan Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak PBJT
berdasarkan permohonan Wajib Pajak. Insentif Fiskal diberikan
untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah
Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan embarkasi haji Tahun
2026.

- | Insentif Fiskal berupa pengurangan pokok PBJT Makanan
dan/atau Minuman dan Jasa Perhotelan terutang sebesar 70%
(tujuh puluh persen).

- | Pengurangan atas pokok pajak terutang untuk periode kegiatan
embarkasi haji Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam
perjanjian kerja sama.

CATATAN | : | - | Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
yakni 17 Maret 2026.




